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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODIAL DAN PELAYANAN
TERPADU BATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR @ 5000.16.7.2/PAUD-0124 { DPMPTSP/ 2025
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
BATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

Merumbuang :on Burad permohonun  lzin Pendidan Satusn Pendidikan
Anak Usia Dind yang disclenggarakan Masyoarakat dar
Yayasan Gemilang Insan Sejuhlera selaku  pimpinan TE IT
Gemilang Nomor @ O4JTHIT-GEMILANG 11/ 2025 pada
tanggal 05 Juni 2025;

bh. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah
mendapat rekomendasi dan Dinas Peodidikan Kabopaten
Purwulkcarta Nomor : 400.3.2/2899-PAUD/J2025 pada
angpal 11 Juli 2025,

e, Berdasarkan pertimbangun  sebagaimana dimaksud pada
huraf a dan b, maka  perlu menerbitkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu
Sutu Pintu Kabupaten Purwakaria tentang lzin - Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomar 14 ‘Tahun 1950, tentang
Pembentukan Daerah-daerash Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 1950, scbagaimana tclah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965
tentang Pembentukan  Kabupaten Purwakarta dan
Kobupaten Subang dengnn Menpubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten  Dalam Lingkungan Provinsi
Dyjawa Barmt (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomeor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembuaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Nepgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), secbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
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2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856,

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemenntahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebogaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tabun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112,
Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157%),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 6676),

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendinan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini [berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

8. Peraturan Dacrah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nemer | Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta [Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

9, Peraturan Dacrah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten PurwakartaTahun 2021 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022
tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta [Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2022 Nomor 64);
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11.

Memperhatikan  © 1.

Menetapkan
KESATU

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2025
tentang Pendelegasian  Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan dan  Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Maodal dan Pelayanan  Terpadu Satu
Pintu [Benta Daerah  Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Nomaor 45);

Surat Edarnn Sekretaris Jenderal Kemenlerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2021 tentang Pemberian lzin  Pendirian
Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

: Memberikan Izin Pendiran Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

kepada:

Nama Penyelengeara
Nama Satuan Pendidikan
Jalur Pendidikan

Bentuk Pendidikan
Jenjang Pendidikan
Mama Penanggung Jawab
Alamal

KEDUA

: Yayasan Gemilang Insan Scjahtcra
: TK IT Gemilang
Formal
¢+ Taman Kanak Kanak [TK)
: Pendidikan Anak Usia Dimi (PAUL)
: Sri Maulani, S5.Pd,]
: JI. Purnawarman Timur
RT. 057 RW. 016 Kel Sindangkasih
Ke:. Purwakarta Kab. Purwakarta

. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam

diketum KESATU wajib:
a. Memenuhi standar pelayanan minimal dan standar Nasional

Pendidikan

Annk Usia Dini  sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundang-undangan; dan
b. Memperoleh Izin  Operasional Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini sebelum menerima peserta didik.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2025

Eepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10,

 Balm Beaar
| Sertiike
T ekt

BEBAS RETRIBUSI

Tembusan :
1. Bupad Purwakarin;

2. Kepala Dinas Pendbdikan Eabupaten Pursakara,
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jutan Voteran Nomor 130, Kehirahan Nagrkaler, Kecamatan Pursakarta, Puraakarta, 41115
Telepon (0264) B22AT04, F aksienile ((1264) 8224704
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KEPUTUBAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 500.16.7.2/PAUD. 0143/ DPMPTSP/ 2025
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang . m, BSurat permohonan lzin Operasional Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat dari
Yoynsan Gemilang Insan Sejahtera selaku pimpinan TK IT
Gemilang Nomor : 06/TKIT-GEMILANG /112025 pada
tanggal 01 Maret 2025;
b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat
rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
Nomor : 400.3.2/3262-PAUD /2025 pada tanggal 31 Juli
2025;

Mengingit : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerjn Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
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Memperhatikan

divbah dengan  Undang-Undung Nemar 6 Tabiig 200t
tentang  Penetapan  Peraturan Pemenntel Peoggnnt
Undang-Undang Nomor 2 Tabian 2002 tentiong © o Keije
Menjadi  Undang-Undaeng  (Lembaian Negars  Mepaaldik
Indonesia Tahun 2023 Nomor A1, Twmbehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomoe G856,

5. Peraturan  Pemerintah Nopwer 17 Tahan 2000 Wenteng
Pengelolann dan  penyelenpgaraan Pendidiban (Lo viilesiorn
Negara  Republik  Iodonesia Tubun 2000 Nomor 45
Tambahan Lembaran Negaos Regublik Tndonesia o
51058), sebagaimana twlali  disbab  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Ferubaban atas
Peraturan  Femenntah Nomor 17 Taban 201000 tentung
Pengelolann dan Penyelenggaraan Peadididenn  (Lembran
Negarn  Republik  Indonesin Tahon 2000 Namae 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Dndenesias Moo
5157);

6. Peraturan  Pemenintah Nomaor 57 Tahan 20001 tentong
Standar Nasional Fendidikon (Lembaran Negara Mepuabilik
Indonesin Tahun 2021 Nemaor K7, Tambuahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomaor 6676),

7. Peraturan Menteri Penidian dan KEebudaynan Begnibiiik
Indonesin Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak  Usia Dl (Berite Negara Bepubilike
Indenesin Tuhun 20014 Nomar 1279);

#. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarna Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah
Kabupaten Purwakarta  (Lembaran  Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2016 Nowmor 9 seboagaumana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwskorsts
Nomor 1 Tahun 2029 tentang Perubahan Kedus  Atas
Pernturan Daerah Kabupaten Purwakarna Nomor 9 Taban
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranigiat Daerak
Kahupaten Purwakarnta (Lembaran  Daeersh  Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024 Nomaor 1),

0. Peraturan Daevah Kabupaten Purwalianta Nomor 9 Tahun
2021 tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran
Duerah Kabupaten Purwalcarta Tahun 2001 Nomar )

10, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang
Standar Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu pada Dinas
Penonaman Modisl dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten  Purwakarta  (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tuhun 2022 Nomor 6A),

11, Peraturan Bupatl Purwakarta Nomor 43 Talian 2025 tentang
Pendelegasian  Kewenangan  Penyelenggatuan Perizinan
Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepola Dinas
Penunaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu
(Berita  Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor
45),

Surat Edaran Sekretaris Jendernl Kementerion Pendidilon,
Kebudayaan, Riset dan Teknolog Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2021 tentang Pemberian  lzin Pendinan Satuan
Pendidikan;
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MEMIUITURBKAN

Menetnplenn
KILHATU © Memberlkan  ldn  Operasional  Peoyelenggaraan  Satuan
Pendidilean Anak Usia Ding kepuda

Nama Penyelenggnara * Yayusan Gemilang
Inisan Sejahtera

MNama Boetusn Pendidikan @ TE IT Gemilang

Jolur Pendidikean ¢ Pormal

Isenntiabe Penpebiadiben : Tamnn Kanak Knnak (TE)
Jenjungg Pendidikan . Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD)
Nama Penanggung Jawab  © Sri Maulani, 5 Pd |

Aletnn + JI. Purnawarman Timur BT, 057

FW. 016 Kel. Sindangkasih
Kee. Purwakarta Kab. Purwakarta

KEDUA ¢ Hatuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU wajib:

o, mengelola satuan pendidikan anak usia dinl berdasarkan
atandar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen
betbasia sekolah, dan

b, molakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuh
standar nasional pendidikan,

KIETIGA . lzin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak
Usla Dini  berlnku  selama  penyelenggaraan  pendidikan
berlangsung  sesunl  ketentuan  peraturan  perundang-
undungan dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara
dan/mtau dalam bentuk apapun tanps seizin Pemenntah
Daerah Kabupaten Purwakarta,

KEEMPAT ¢ Keputusan inl mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
padda tangpal : 4 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

& TR S e -
v Balai Hesar P DA PRSI DU 20
J r,ﬂ[hhl‘f.:'.. . FRRET T S
" ¥ Eluktronik P e e 1

HEBAS RETRIBUST
Tembuinan:
1. Bupatl Purwakara.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Dakismen ini telah ditandatangani secarn clekctronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diberiban oleh Balai Sertifilkat Elektronik (BarE), Badan Siber dan Sandi Negara,
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